PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
JI. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : <0028\ / \205  -B.PBJ/2023

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik;

b. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan
publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan
yang diambil;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b
dan huruf ¢ maka penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan
pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan keputusan
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-




Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomeor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
44);

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang perubahan
atas Peraturan Gubermur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa
dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi
Banten;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan ini merupakan
informasi yang dikecualikan;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam penetapan,
akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya sesuai
ketentuan.

Ditetapkandi  : Serang
Pada tanggal  : 23 Oktober 2023

Pit. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

SOERJO SOEBIA NO




Lembar Pengujian Konsekuensi

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten

Provinsi Banten Tahun 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 23 {Pua Puluh Tiga) bulan Oktober 2023 (Dua Ribu Dua Putuh Tiga) bertempat di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang/iasa lantai 5 Gedung SKPD Terpadu Lantai 5, KP3B Serang-Banten
telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan sebagalmana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No

Informas!
(berisi informas tertentu yang akan dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecuallan Informasi

Konsekuensl/Pertimbangan Bagl Publik
{berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan Jangka waktunya)

{Data Pribadi Seseorang

Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
{dapat mengungkap rahasia pribadi)

Mengungkap rehasia pribad!

iMelindungl rahasia pritad]

Dapat dibuka |Ika pihak yang mhaslanya
diungkap memberi perselnjuan

Hpokumen Pengadaan/Pemerlksaan Barang dan Jasa

Pasal 17 | UL/ No. 14 Tahun 2008 tentang KIP {Surat-surat badan
publik atau Intra badan publik yang menurut sifatnya
dirahasiakan)

[[selama Undang-Undang mamperbolehkan dibuke

Selama Lindang-Undang membatasi untuk dirahaslakan

Papat dibuke [Ika plhak-plhak yang rahasianya
diungkap member! persaujuan

{{Login Administratar /Kode Akses Elektronik

Pasal 17 ] UU No. 14 Tahur 2008 tantang KIP {Informas] yang
tidak boleh dlungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Slstem

Selama Undang-Undang mamperbolehkan dibuka

Salama Undang-Undang membatast untuk dirahasiakan

Dapat dibuka jika ada persetujuan

4

Satting Konfigurasi Natwark, Segrment Network, Sequrlty Network,
Marajernen Bandwith, Lokas! sarver, Internet Protacol/IP Address
Privata

Pasal 171 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP {Informas] yang
tidsk boleh diungkapkan berdasarkan UL}

Selama Undang-Undang memperbolehkan dlbuka

Selama Undang-Undang membatast untuk dirahasiakan

Dapat dibuks jika ada persetujuan

Laparan Keuangan yang belum diaudit

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h serta
Pedaman Akutans]

Selama Undang-Undang memperbolehkan dibuka

Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahaslakan

Dapat dibuka fika ada persetujuan




Bahwa penguji konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No Nama Jabatan OPD 1D
1 |Agustan, S.So0s, M. Si Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/lasa Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
2 |Moh. Khadafi Akbar, SE. M.SI Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian Biro Pengadaan Barang/lasa dan LPSE
3 |Indarto Djoemir, SH, MH Funsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang/lasa dan LPSE

Serang, 23 Oktober 2023
Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

NIP. 19711025 200112 1 001




